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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Praktik kerja lapangan merupakan program kegiatan mandiri mahasiswa pada 

mata kuliah praktik kerja lapangan. Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di 

Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Distrik Navigasi 

Kelas I Palembang selama 1 (satu) bulan. Kementerian Perhubungan Direktorat 

Jenderal Perhubungan Laut Distrik Navigasi Kelas I Palembang merupakan salah 

satu instansi pemerintah yang berada dibawah naungan Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut Departemen Perhubungan.  

Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Distrik 

Navigasi Kelas I Palembang memiliki tugas melaksanakan perencanaan, 

pengoperasian, pengadaan, dan pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran, 

telekomunikasi pelayaran, serta kegiatan pengamatan laut, survei hidrografi, 

pemantauan alur dan perlintasan dengan menggunakan sarana instalasi untuk 

kepentingan keselamatan pelayaran. Adapun 7 (tujuh) penempatan bagi mahasiswa 

magang untuk melaksanakan praktik kerja lapangan yaitu bagian Bidang Tata 

Usaha, Bidang Operasi, Bidang Logistik, VTS (Vessel Traffice Service), Bengkel, 

Pengla (Pengamatan Laut) dan Kapal Negara.  

Penulis ditempatkan pada bidang tata usaha dengan rolling system (perputaran 

kerja). Bidang tata usaha terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu Bidang Tata Usaha 

Subbagian Kepegawaian Dan Umum, dan Bidang Tata Usaha Subbagian 

Keuangan. Adapun tugas yang dimiliki oleh Bidang Tata Usaha Subbagian 
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Kepegawaian Dan Umum memiliki tugas melakukan urusan kepegawaian, 

ketatausahaan, kerumahtanggan, hubungan masyarakat, pengumpulan dan 

pengolahan data, dokumentasi, serta penyusunan laporan. Dan bagian Bidang Tata 

Usaha Subbagian Keuangan memiliki tugas melakukan urusan keuangan, meliputi 

penyusunan kebutuhan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pelaporan 

keuangan. 

Pelaksanaan tugas pada Bidang Tata Usaha Subbagian Kepegawaian Dan 

Umum dilakukan pada SIK (Sistem Informasi Kepegawaian). SIK merupakan 

aplikasi dari Kementerian Perhubungan berbasis web, agar akses terhadap sistem 

aplikasi dan data kepegawaian menjadi lebih luas dan tentunya dengan harapan 

seluruh subsektor di lingkungan perhubungan baik pengelola, pejabat pembina dan 

pengambil keputusan bidang kepegawain serta pegawai yang bersangkutan dapat 

dengan mudah melakukan pemantauan terhadap akurasi data yang dimilikinya. 

Pelaksanaan tugas pada Bidang Tata Usaha Subbagian Keuangan 

pelaksanaan tugas dilakukan pada SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat 

Instansi). SAKTI merupakan aplikasi dari Kementerian Keuangan yang digunakan 

sebagai sarana bagi satuan kerja instansi pemerintah dalam mendukung 

implementasi SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) untuk 

melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga 

pertanggungjawaban anggaran. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi 

dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas 

akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik. 
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Permasalahan yang dihadapi oleh penulis selama pelaksanaan praktik kerja 

lapangan di Instansi Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan 

Laut Distrik Navigasi Kelas I Palembang yaitu terjadi pada Bidang Tata Usaha 

Subbagian Keuangan di aplikasi SAKTI mengenai proses pembayaran kontraktual. 

Pembayaran kontraktual merupakan pekerjaan yang dikontrakkan oleh PPK 

(Penjabat Pembuat Komitmen) ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan 

Negara) agar segera dilakukan pembayaran setelah masa kontrak tersebut berakhir. 

Pada proses pembayaran kontraktual tersebut terjadi permasalahan, yaitu 

keterlambatan mendaftarkan kontrak dan keterlambatan melakukan pembayaran 

kontrak, sehingga mengulur waktu pembayaran dan berdampak pada penurunan 

nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran). IKPA merupakan indikator 

yang ditetapkan oleh kementerian keuangan selaku BUN (Bendahara Umum 

Negara) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja 

kementerian negara/Lembaga. 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka 

penulis tertarik untuk membahas mengenai proses pembayaran kontraktual pada 

aplikasi SAKTI di Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan 

Laut Distrik Navigasi Kelas I Palembang, sehingga penulis telah menentukan judul 

“Laporan Kegiatan Sistem Pembayaran Kontraktual Pada Kementerian 

Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Distrik Navigasi Kelas 

I Palembang”. 
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1.2 Tujuan PKL 

  Adapun tujuan dari kegiatan praktik kerja lapangan ini adalah: 

a. Untuk mengetahui penerapan sistem pembayaran kontraktual di 

Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Distrik 

Navigasi Kelas I Palembang pada aplikasi SAKTI. 

b. Meningkatkan kualitas diri terhadap tanggungjawab yang diemban, serta 

mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi dengan berbagai sumber 

referensi dan bantuan dari berbagai pihak lain. 

c. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa tentang sistem kerja di instansi 

pemerintahan menggunakan aplikasi SAKTI. 

 

1.3 Manfaat PKL 

Adapun manfaat praktik kerja lapangan yang dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi Mahasiswa 

a. Dapat menjadi informasi, pengetahuan maupun wawasan baru tentang 

penerapan sistem pembayaran kontraktual pada SAKTI. 

b. Mengaplikasikan dan mempraktikkan ilmu dan teori yang diperoleh selama 

perkuliahan secara langsung pada dunia kerja. 

c. Menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman selaku generasi penerus 

yang siap terjun langsung di masyarakat khususnya di lingkungan kerja. 
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2. Bagi Program Studi Akuntansi 

a. Dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan referensi bagi mahasiswa 

yang akan melakukan penelitian yang ada kaitannya dengan sistem 

pembayaran kontraktual di aplikasi SAKTI. 

b. Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan diluar lingkungan 

kampus yang berhubungan dengan program studi yang dipilih yaitu 

akuntansi. 

c. Dapat mengetahui sistem kerja instansi pemerintah dari sudut pandang 

mahasiswa yang melakukan praktik kerja lapangan di instansi tersebut. 

3. Bagi Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Distrik 

Navigasi Kelas I Palembang 

a. Dapat digunakan sebagai bahan referensi dan pertimbangan bagi instansi 

khususnya mengenai penerapan sistem pembayaran kontraktual di aplikasi 

SAKTI. 

b. Terjalin hubungan baik antara masyarakat instansi dengan masyarakat 

sekitarnya pada bidang pendidikan. 

c. Dapat digunakan sebagai bahan masukkan bagi instansi dalam rangka 

memajukan pembangunan di bidang pendidikan. 

 

1.4 Tempat PKL 

Subjek penelitian dilaksanakan di Kementerian Perhubungan Direktorat 

Jenderal Perhubungan Laut Distrik Navigasi Kelas I Palembang Departemen 

Perhubungan. Penulis ditempatkan pada Bidang Tata Usaha yang terbagi menjadi 
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2 (dua) yaitu Bidang Tata Usaha Subbagian Kepegawaian Dan Umum, dan Bidang 

Tata Usaha Subbagian Keuangan. Dan alasan pemilihan tempat karena lokasi 

tersebut dekat domisili sehingga mudah diakses untuk meneliti dan memperoleh 

data untuk permasalahan yang akan dikaji. Berikut merupakan informasi mengenai 

instansi tempat pelaksanaan praktik kerja lapangan. 

Nama Instansi             : Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal     

Perhubungan Laut Distrik Navigasi Kelas I Palembang 

Alamat   : Jl. Blinyu No. 9 Boombaru Palembang 301115 

Phone    : (0711) 716669 

Fax    : (0711) 714816 

Email    : disnavpalembang@dephub.go.id 

 

1.5 Waktu PKL 

Adapun waktu praktik kerja lapangan yang terbagi menjadi beberapa tahapan 

yaitu: 

1. Tahap Persiapan 

Penulis mencari instansi yang dapat dijadikan tempat untuk melaksanakan 

praktik kerja lapangan dan sudah diakui keberadaannya, letak yang strategis dan 

mudah dijangkau. Sebelum memulai praktik kerja lapangan, penulis terlebih dahulu 

mendaftarkan tempat praktik kerja lapangan dengan mengisi buku pendaftaran di 

BAAK. Setelah itu, penulis mengurus surat permohonan praktik kerja lapangan dan 

surat pengantar praktik kerja lapangan untuk melaksanakan praktik kerja lapangan 

mailto:disnavpalembang@dephub.go.id
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di BAAK yang ditujukan kepada Kepala Kementerian Perhubungan Direktorat 

Jenderal Perhubungan Laut Distrik Navigasi Kelas I Palembang. 

Setelah selesai, penulis memberikan langsung surat permohonan praktik kerja 

lapangan ke Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 

Distrik Navigasi Kelas I Palembang, agar diberikan kepastian kapan 

dilaksanakannya praktik kerja lapangan dengan berupa konfirmasi surat balasan 

dari instansi tersebut. Setelah selesai, memberikan surat tersebut dan mendapatkan 

konfirmasi dalam bentuk surat balasan, penulis dapat melaksanakan praktik kerja 

lapangan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan pada surat balasan tersebut. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Praktik kerja lapangan dilakukan di Kementerian Perhubungan Direktorat 

Jenderal Perhubungan Laut Distrik Navigasi Kelas I Palembang kurang lebih 

selama 1 (satu) bulan, terhitung dari tanggal 7 September 2022 sampai dengan 6 

Oktober 2022. Waktu praktik kerja lapangan harian disesuaikan dengan jam kerja 

yang telah ditetapkan oleh instansi Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut Distrik Navigasi Kelas I Palembang. Berikut pelaksanaan jam 

kerja yang telah ditentukan yaitu: 

Tabel 1.1 Jadwal Praktik Kerja Lapangan 

Hari Jam Kerja Keterangan 

Senin s/d Kamis 

07.30 – 12.00 WIB  

12.00 – 13.00 WIB Istirahat 

13.00 – 15.30 WIB  

Jum’at 

07.30 – 12.00 WIB  

12.00 – 13.00 WIB Istirahat 

13.00 – 16.00 WIB  

Sumber: data diolah, 2022 
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3. Tahap Pelaporan 

Setelah melaksanakan praktik kerja lapangan selama 1 (satu) bulan. Penulis 

memiliki kewajiban kepada Institut Teknologi dan Bisnis PalComtech untuk 

memberikan laporan mengenai kegiatan yang dilaksanakan ditempat praktik kerja 

lapangan. Penulis mempersiapkan laporan praktik kerja lapangan ini dimulai dari 

bulan September 2022 sampai dengan Januari 2023. Kegiatan yang dilakukan oleh 

penulis selama melaksanakan praktik kerja lapangan ini adalah mempelajari 

lingkungan kerja Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 

Distrik Navigasi Kelas I Palembang, mencatat pengetahuan baru selama kegiatan 

praktik kerja lapangan, serta mencatat semua hasil kegiatan disertai dengan adanya 

data-data untuk proses dalam bentuk sebuah laporan praktik kerja lapangan. 

 

1.6 Teknik Pengumpulan Data 

Adapun dalam teknik pengumpulan data pada laporan praktik kerja lapangan 

yang telah dipilih penulis yaitu: 

1. Metode Observasi 

Menurut (Nanda, 2021) definisi observasi merupakan pengamatan langsung 

dari lingkungan fisik atau pengamatan langsung suatu kegiatan yang sedang 

berlangsung yang mencakup semua kegiatan perhatian ke objek menggunakan alat 

penilaian sensorik. Atau suatu pekerjaan yang dilakukan secara sengaja dan sadar, 

untuk mengumpulkan data dan melaksanakan prosedur yang sistematis serta tepat. 

Melalui observasi ini penulis terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari pada 

proses kerja instansi dan telah melakukan pengamatan secara langsung pada 
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kegiatan para pegawai bagian tata usaha baik bagian tata usaha kepegawaian 

maupun bagian tata usaha keuangan sebagai bentuk sumber data, dan mencatat hasil 

dari berbagai pekerjaan yang telah dilakukan penulis di instansi tersebut.   

2. Metode Wawancara 

Menurut (Sutanta, 2019) definisi wawancara adalah kegiatan untuk 

memperoleh suatu informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang 

diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan suatu proses pembuktian terhadap 

informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik lain sebelumnya. 

Secara umum, tujuan dilakukannya wawancara untuk memperoleh informasi akurat 

dari narasumber melalui beberapa pertanyaan tertentu yang akan ditanyakan kepada 

narasumber. Wawancara tersebut telah dilakukan secara lansung dengan cara tanya-

jawab kepada narasumber Bapak Hermansyah, SH. pegawai Bidang Tata Usaha 

Bagian Kepegawaian dan Umum, dan Ibu Yosephine Maria Fatrin, S.E. pegawai 

Bidang Tata Usaha Bagian Keuangan di Kementerian Perhubungan Direktorat 

Jenderal Perhubungan Laut Distrik Navigasi Kelas I Palembang untuk memperoleh 

informasi yang akurat.  

3. Metode Dokumentasi 

Menurut (KBBI, n.d.) definisi dokumentasi merupakan proses pengumpulan, 

pemilihan, pengolahan, serta penyimpanan informasi di bidang pengetahuan; 

pemberian atau pengumpulan bukti dari keterangan seperti gambar, kutipan, 

guntingan koran, dan bahan referensi lainnya. Melalui metode dokumentasi tersebut 

penulis telah mendapatkan beberapa dokumen sebagai sumber data laporan praktik 

kerja lapangan yaitu Struktur Organisasi, Resume Supplier, Resume Kontrak, Kartu 
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Pengawasan Kontrak, SPP (Surat Permintaan Pembayaran), SPM (Surat Perintah 

Membayar), dan Surat Lampiran Detail COA (Chart Of Account). 
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BAB II 

KEADAAN UMUM TEMPAT PKL 

2.1 Profil Kantor Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut Distrik Navigasi Kelas I Palembang 

Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Distrik 

Navigasi Kelas I Palembang merupakan Unit Pelasana Teknis di bidang 

kenavigasian di lingkungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Departemen 

Perhubungan. Berdasarkan (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM 30 Tahun 

2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Distrik Navigasi, 2006) Distrik Navigasi 

diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelas, terdiri dari: Distrik Navigasi Kelas I, Distrik 

Navigasi Kelas II, dan Distrik Navigasi Kelas III. Pada Kantor Distrik Navigasi, 

yang salah satunya berada di Provinsi Sumtera Selatan kota Palembang adalah 

Distrik Navigasi Kelas I. Instansi tersebut merupakan selaku unit pelaksana teknis 

direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan bertanggung 

jawab menyelengarakan pelayanan keselamatan pelayaran dan perlindungan 

lingkungan maritim pada wilayah kerja yang mencangkup perairan pada provinsi 

Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung. 

Wilayah kerja Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan 

Laut Distrik Navigasi Kelas I Palembang memiliki prioritas alur pelayaran sungai 

Musi, sungai Batanghari, selat Bangka, sungai Banyuasin, dan selat Gelasa sebagai 

alur pelayaran utama, serta mendukung terbentuknya alur pelayaran dalam jaringan 

alur pelayaran tol laut, khususnya dari Pelabuhan Boom Baru Palembang yang 

berperan sebagai Pelabuhan Pengumpan menuju Pelabuhan Tanjung Priok yang 
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merupakan Pelabuhan Pengumpul sekaligus memperkuat karakter kemaritiman 

Indonesia menuju terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia. Adapun 

tujuan dari prioritas tersebut untuk meningkatkan pelayanan keselamatan pelayaran 

dan perlindungan lingkungan maritim dilaksanakan melalui penyediaan alur 

pelayaran yang aman, selamat, efektif, dan efisien pada seluruh wilayah perairan. 

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan Direktorat 

Jenderal Perhubungan Laut Distrik Navigasi Kelas I Palembang tersebut terbagi 

menjadi beberapa badan. Pembagian tersebut terdapat pada Peraturan Menteri 

Perhubungan Republik Indonesia Nomor: KM 30 Tahun 2006 Tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Distrik Navigasi yang tidak hanya mengatur Distrik Navigasi Kelas 

I saja, juga Distrik Navigasi Kelas II dan III. Pada Peraturan Menteri Perhubungan 

Republik Indonesia Nomor: KM 30 Tahun 2006 terdapat pembagian kedudukan, 

tugas, fungsi, dan klasifikasi bidang-bidang tersebut diantaranya adalah bidang tata 

usaha, bidang operasi dan bidang logistik. Bidang-bidang tersebut mempunyai 

tugas dan fungsi yang berbeda sesuai dengan ketetapan yang telah berlaku.  

 

2.2  Visi dan Misi Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal  

Perhubungan Laut Distrik Navigasi Kelas I Palembang 

Setiap instansi sudah pasti memiliki visi dan misi yang memiliki fungsi 

memberikan standar kerja, meningkatkan motivasi kerja, meningkatkan 

produktivitas dan kinerja, menjadi acuan bagi instansi, menjadi pedoman kerja 

pegawai, serta meningkatkan loyalitas pegawai. Adapun dibawah ini visi dan misi 



13 

 

 

 

di instansi Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 

Distrik Navigasi Kelas I Palembang. 

VISI 

Terwujudnya penyelenggaraan transportasi laut nasional yang efektif, efisien 

dan berdaya saing serta memberikan nilai tambah sebagai infrastruktur dan tulang 

punggung kehidupan berbangsa dan bernegara. 

MISI 

1. Menyelenggarakan kegiatan angkutan di perairan dalam rangka 

memperlancar arus perpindahan orang/dan atau barang melalui perairan 

dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman dan berdaya 

guna. 

2. Menyelenggarakan kegiatan kepelabuhanan yang andal dan berkemampuan 

tinggi, menjamin efisiensi, dan mempunyai daya saing global untuk 

menunjang pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan nusantara. 

3. Menyelenggarakan keselamatan dan keamanan angkutan perairan dan 

pelabuhan. 

4. Menyelenggarakan perlindungan lingkungan maritim diperairan nusantara. 

5. Melaksanakan konsolidasi peran masyarakat, dunia usaha dan pemerintah 

melalui restrukturasi dan reformasi peraturan. 

 

2.3  Struktur Organisasi  

Menurut (U.R, 2019), mendefinisikan struktur organisasi merupakan sistem 

formal tentang hubungan antara tugas dan wewenang yang mengendalikan 
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bagaimana setiap individu melakukan kerjasama mengelola segala sumberdaya 

yang ada untuk mewujudkan tujuan organisasi. Struktur organisasi di Kementerian 

Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Distrik Navigasi Kelas I 

Palembang dapat dilihat pada gambar 2.1. 

Distrik Navigasi Kelas I Palembang

Kabag.

Tata Usaha

Kabbid.

Operasi

Kabbid.

Logistik

Instalasi

Jabatan

Fungsional

Kasi. 

Investarisasi

Dan 

Penghapusan

Kasi Ops.

Sarana dan

Prasarana

Kasi.

Program dan

Evaluasi

Kasi.

Pengadaan

Kasubbag.

Keuangan

Kasubbag.

Kepegawaian

dan Umum

 

Sumber: Distrik Navigasi Kelas I Palembang, 2022 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kementerian Perhubungan Direktorat 

Jenderal Perhubungan Laut Distrik Navigasi Kelas I Palembang 
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2.4  Uraian Fungsi, Tugas, dan Wewenang 

Berdasarkan (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM 30 Tahun 2006 

Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Distrik Navigasi, 2006) Distrik Navigasi 

merupakan Unit Pelasana Teknis di bidang kenavigasian di lingkungan Direktorat 

Jendral Perhubungan Laut Departemen Perhubungan yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Perhubungan Laut, secara administratif 

dibina oleh Sekretaris Direktroat Jendral Perhubungan Laut dan secara teknis 

operasional dibina oleh Direktur Kenavigasian, dan Distrik Navigasi dipimpin oleh 

seorang Kepala. Mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengoperasian, 

pengadaan, dan pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi 

pelayaran, serta kegiatan pengamatan laut, survey hidrografi, pemantauan alur dan 

perlintasan dengan menggunakan sarana instalasi untuk kepentingan keselamatan 

pelayaran. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud, Distrik Navigasi 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan rencana dan program pengoperasian, serta pengawasan sarana 

bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, kapal negara 

kenavigasian, fasilitas pangkalan, bengkel, pengamatan laut dan survei 

hidrografi serta pemantauan alur dan perlintasan; 

b. Penyusunan rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, 

penyaluran dan penghapusan perlengkapan dan peralatan untuk sarana 

bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, kapal negara 

kenavigasian, fasilitas pangkalan, bengkel, pengamatan laut dan survei 

hidrografi serta pemantauan alur dan perlintasan; 
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c. Pelaksanaan program pengoperasian dan pemeliharaan sarana bantu 

navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, kapal negara kenavigasian, 

dan fasilitas pangkalan, serta bengkel; 

d. Pelaksanaan pengamatan laut dan survei hidrogafi, serta pemantauan alur 

dan perlintasan; 

e. Pelaksaan urusan logistic; 

f. Pelaksaan analisi dan evaluasi pengoperasian, pengawakan dan 

pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, 

kapal negara kenavigasian, fasilitas pangkalan, bengkel, pengamatan laut 

dan survei hidrografi serta pemantauan alur dan perlintasan; 

g. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, 

kerumahtanggan, hubungan masyarakat, pengumpulan dan pengolahan 

data, dokumentasi serta penyusunan laporan. 

Berikut tugas dan wewenang dari pembagian struktur organisasi yang 

terdapat di instansi Distrik Navigasi Kelas I Palembang: 

1. Bagian Tata Usaha 

Bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, 

kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggan, hubungan masyarakat, 

pengumpulan dan pengolahan data, dokumentasi, serta penyusunan laporan. Dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagaian Tata Usaha 

menyelenggarakan fungsi: 
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a. Pelaksanaan urusan keuangan. 

b. Pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggan, 

hubungan masyarakat, pengumpulan dan pengolahan data, dokumentasi, 

serta penyusunan laporan. 

Bagian Tata Usaha terdiri dari: 

a. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, 

meliputi penyusunan kebutuhan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan 

pelaporan keuangan. 

b. Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan 

kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggan, hubungan masyarakat, 

pengumpulan dan pengolahan data, dokumentasi, serta penyusunan laporan. 

2. Bidang Operasi 

Bidang Operasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, 

program, pengoperasian, pemeliharaan, pengawasan, analisis, evaluasi, dan 

penyusunan laporan sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, 

kapal negara kenavigasian, fasilitas pangkalan, bengkel, pengamatan laut, survei 

hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan. Dalam melakukan tugas 

sebagaimana dimaksud dalam, Bidang Operasi menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan rencana dan program, analisis dan evaluasi serta penyusunan 

laporan kegiatan penyelengaraan sarana bantu navigasi pelayaran, 

telekomunikasi pelayaran, kapal negara kenavigasian, fasilitas pangkalan, 

bengkel, pengamatan laut, survei hidrografi, serta pemantauan alur dan 

perlintasan; 
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b. Pengoperasian, pemeliharaan, pengawasan kegiatan penyelengaraan sarana 

bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, kapal negara 

kenavigasian, fasilitas pangkalan, bengkel, pengamatan laut, survei 

hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan. 

Bidang Operasi terdiri dari: 

a. Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusanan 

rencana dan program, analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan 

kegiatan penyelengaraan sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi 

pelayaran, kapal negara kenavigasian, fasilitas pangkalan, bengkel, 

pengamatan laut, survei hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan; 

b. Seksi Operasi Saran dan Prasarana mempunyai tugas melakukan 

pengoperasian, pemeliharaan, pengawasan kegiatan penyelengaraan sarana 

bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, kapal negara 

kenavigasian, fasilitas pangkalan, bengkel, pengamatan laut, survei 

hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan. 

3. Bidang Logistik 

Bidang Logistik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana 

kebutuhan dan pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan penghapusan 

perlengkapan dan peralatan untuk penyelengaraan sarana bantu navigasi pelayaran, 

telekomunikasi pelayaran, kapal negara kenavigasian, fasilitas pangkalan, bengkel, 

pengamatan laut, survei hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan. Dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksu, Bidang Logistik menyelengarakan 

fungsi: 
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a. Penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan 

penghapusan perlengkapan dan peralatan untuk penyelengaraan sarana 

bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, kapal negara 

kenavigasian, fasilitas pangkalan, bengkel, pengamatan laut, survei 

hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan. 

b. Penyusunan inventarisasi dan penyiapan penghapusan sarana bantu 

navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, kapal negara kenavigasian, 

fasilitas pangkalan dan bengkel. 

Bidang Logistik terdiri dari: 

a. Seksi Pengadaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana 

kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan penghapusan 

perlengkapan dan peralatan untuk penyelengaraan sarana bantu navigasi 

pelayaran, telekomunikasi pelayaran, kapal negara kenavigasian, fasilitas 

pangkalan dan bengkel; 

b. Seksi Inventarisasi dan Penghapusan mempunyai tugas melakukan 

penyusunan inventarisasi dan penyiapan penghapusan saran bantu navigasi 

pelayaran, telekomunikasi pelayaran, kapal negara kenavigasian, fasilitas 

pangkalan, dan bengkel. 

4. Jabatan Fungsional 

Jabatan Fungsional merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan 

tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 

keterampilan tertentu. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan 
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kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

5. Instalasi 

Instalasi adalah sarana penunjang teknis kenavigasian yang berada di 

lingkungan Distrik Navigasi. Instalasi pada Distrik Navigasi terdiri dari:  

a. VTS (Vessel Traffice Service) 

b. Stasiun Radio Pantai 

c. Kapal Negara 

d. Bengkel 

e. Laboratorium Pengamatan Laut (Pengla) 

Pada setiap instalasi, ditempatkan tenaga fungsional yang jumlahnya ditentukan 

berdasarkan kebutuhan. 

 

2.5    Lambang dan Logo Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut Distrik Navigasi Kelas I Palembang 

 

Sumber: https://dephub.go.id/post/read/lambang-dan-logo-perhubungan 

Gambar 2.2  Lambang dan Logo Perhubungan 
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Sumber: https://disnavbenoa.id/prof 

Gambar 2.3 Lambang Kenavigasian 

  

https://disnavbenoa.id/prof
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BAB III 

HASIL DAN CAPAIAN KEGIATAN PKL 

3.1 Pelaksanaan Kerja 

Penulis melaksanakan praktik kerja lapangan di Kementerian Perhubungan 

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Distrik Navigasi Kelas I Palembang kurang 

lebih selama satu bulan, terhitung dari tanggal 7 September 2022 s/d 6 Oktober 

2022 dengan waktu pelaksanaan kerja disesuaikan pada hari dan jam kerja yang 

telah ditetapkan yaitu pada hari senin sampai dengan hari kamis praktik kerja 

lapangan dimulai dari pukul 07.30 WIB hingga pukul 15.30 WIB, dan pada hari 

jumat praktik kerja lapangan dimulai pukul 07.30 WIB hingga pukul 16.00 WIB. 

Pelaksanaan praktik kerja lapangan penulis ditempatkan di bidang tata usaha 

yang terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bidang tata usaha subbagian kepegawaian dan 

umum, dan bidang tata usaha subbagian keuangan. Pada bidang tata usaha 

subbagian kepegawaian dan umum penulis diberikan tugas menginput dan 

mengupload data pribadi pegawai tetap maupun tidak tetap, serta menginput dan 

mengupload gaji pegawai di SIK (Sistem Informasi Kepegawaian), membuat surat 

cuti tahunan pegawai, dan berbagai kegiatan kepegawaian lainnya. Dan pada 

bidang tata usaha subbagian keuangan penulis diberikan tugas melaksanakan 

pembayaran kontraktual melalui aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan 

Tingkat Instansi). Semua tugas yang diberikan instansi tentunya dilaksanakan 

dalam pengawasan dan arahan langsung pembimbing lapangan, serta pegawai 

instansi. 
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Tabel 3.1 Kegiatan Harian PKL di Kementerian Perhubungan Direktorat 

Jenderal Perhubungan Laut Distrik Navigasi Kelas I Palembang 

Tanggal Jam Kerja Kegiatan 

07 Sep – 9 Sep 

(Minggu Pertama) 

07.30 – 15.30 

(Senin – Kamis) 

07.30 – 16.00 

(Jumat) 

1. Membuat dan mengeprint surat cuti 

tahunan pegawai 

2. Menginput dan mengupload data 

PPNPN (Pegawai Pemerintah Non 

Pegawai Negeri) yang terdiri dari 

KTP, KK, AKTA, NPWP, dan 

BPJS di SIK (Sistem Informasi 

Kepegawaian) 

12 Sep – 16 Sep 

(Minggu Kedua) 

07.30 – 15.30 

(Senin – Kamis) 

07.30 – 16.00 

(Jumat) 

1. Menginput dan mengupload sk 

(surat keputusan) tahun 2021 & 

2022 di SIK (Sistem Informasi 

Kepegawaian) 

2. Menginput dan mengupload gaji 

karyawan golongan ii, iii, & iv 

bulan september di SIK (Sistem 

Informasi Kepegawaian) 

3. Membantu dan ikut serta dalam 

perayaan hari hubungan nasional 

bersama pegawai 

19 Sep – 23 Sep 

(Minggu Ketiga) 

07.30 – 15.30 

(Senin – Kamis) 

07.30 – 16.00 

(Jumat) 

1. Menginput dan mengupload, serta 

mengeprint setoran iuran santunan 

korpri (korps pegawai republik 

indonesia) pada BSI 

2. Membuat surat pengajuan santunan 

korpri (korps pegawai republik 

Indonesia) 
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3. Membuat daftar nominatif abk 

kapal negara kenavigasian, dan  

4. Membuat surat pengantar untuk 

usulan daftar nominatif abk kapal 

negara kenavigasian 

5. Membuat surat pengantar untuk 

usulan daftar nominatif abk kapal 

negara kenavigasian 

26 Sep – 30 Sep 

(Minggu Keempat) 

07.30 – 15.30 

(Senin – Kamis) 

07.30 – 16.00 

(Jumat) 

1. Membuat surat keterangan masa 

berlayar,  

2. Membuat surat izin mengikuti 

diklat 

3. Menginput dan upload sertifikat 

pegawai di SIK (Sistem Informasi 

Kepegawaian) 

4. Membuat dan mengeprint surat cuti 

tahunan pegawai  

5. Membuat pembayaran kwitansi 

kontraktual nonbast pada aplikasi 

kementerian keuangan sakti 

6. Mengupload pembayaran 

kontraktual nonbast dan bast pada 

aplikasi kementerian keuangan 

sakti 

7. Membuat rekap untuk rencana 

usulan tanda penghargaan satya 

lancana karya satya x, xx, dan xxx, 

dan  

8. Membuat kurikulum vite dan 

lainnya untuk usulan penghargaan 
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03 Okt – 06 Okt 

(Minggu Kelima) 

07.30 – 15.30 

(Senin – Kamis) 

07.30 – 16.00 

(Jumat) 

1. Membuat dan mengeprint surat cuti 

tahunan pegawai, dan 

2. Membuat dan mengeprint 

pengajuan surat kenaikkan gaji 

berkala 

3. Menginput dan mengupload gaji 

karyawan golongan ii, iii, & iv 

bulan oktober di SIK (Sistem 

Informasi Kepegawaian) 

4. Melanjutkan menginput dan 

mengupload gaji karyawan 

golongan ii, iii, & iv bulan oktober 

di SIK (Sistem Informasi 

Kepegawaian) 

Sumber: data diolah, 2022 

 

3.1.1. Uraian Kegiatan Praktik Kerja Lapangan 

Penulis melakukan kegiatan praktik kerja lapangan selama kurang lebih 1 

(satu) bulan di Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 

Distrik Navigasi Kelas I Palembang, banyak kegiatan yang telah penulis lakukan 

dalam keseharian di Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan 

Laut Distrik Navigasi Kelas I Palembang yang ditempatkan pada bidang tata usaha. 

Pada bidang tata usaha subbagian kepegawaian dan umum penulis diberikan arahan 

langsung oleh Bapak Hermansyah, SH. dan pada bidang tata usaha subbagian 

keuangan penulis diberikan arahan langsung oleh Bapak Dian Apero, S.Sos. dan 

Ibu Yosephine Maria Fatrin, S.E sehingga dengan adanya arahan tersebut penulis 

sedikit demi sedikit mengerti berbagai kegiatan yang berada di Distrik Navigasi 
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Kelas I Palembang pada bidang tata usaha. Adapun kegiatan yang telah penulis 

lakukan di Distrik Navigasi Kelas I Palembang yaitu menginput dan mengupload 

data pribadi pegawai dan gaji pegawai di SIK yang merupakan sistem informasi 

kepegawaian berbasis web, serta mengikuti pembuatan surat cuti tahunan pegawai 

dan mengikuti prosedur pembayaran kontraktual di aplikasi SAKTI yang 

merupakan aplikasi keuangan buatan kementerian keuangan Indonesia. 

 

3.1.2. Sistem Pembayaran Kontraktual 

Menurut (Subari & Ascarya, 2017) mendefinisikan sitem pembayaran 

merupakan suatu sistem yang mencakup pengaturan, kontrak/perjanjian, fasilitas 

operasional, dan mekanisme teknis yang digunakan untuk penyampaian, 

pengesahan dan penerimaan instruksi pembayaran, serta pemenuhan kewajiban 

pembayaran melalui pertukaran “nilai” antarperorangan, bank, dan Lembaga 

lainnya baik domestik maupun cross border ‘antarnegara’. Dalam praktiknya, 

transaksi pembayaran dilakukan dengan instrumen tunai maupun nontunai.  

Menurut (Haryani & Nugroho, 2021) mendefinisikan kontrak merupakan 

suatu hubungan hukum, sekaligus suatu perbuatan hukum, yang artinya memiliki 

ikatan yang memang dikehendaki atau memang secara sengaja oleh orang atau 

pihak-pihak pembuat atau mengadakan kontrak untuk melakukan perbuatan 

tertentu yang mengakibatkan adanya akibat hukum tertentu. Misalnya, dalam 

kontrak jual beli, pihak penjual menghendaki mengalihkan barangnya, yang 

diwujudkan dalam perbuatan menerima barang tersebut. Adanya perbuatan 
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penyerahan dan penerimaan barang itu akibat hukumnya terjadi perpindahan hak 

milik. 

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat didefinisikan pembayaran kontraktual 

merupakan pekerjaan yang dikontrakkan oleh PPK ke KPPN agar segera dilakukan 

pembayaran selama masa kontrak tersebut. Pada Distrik Navigasi Kelas I 

Palembang proses pembayaran kontraktual tersebut dijalankan pada SAKTI dan 

untuk melakukan monitoring pada pembayaran kontraktual tersebut menggunakan 

aplikasi OM SPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran 

Negara). 

 

3.1.3. SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) 

 

Sumber: https://sakti.kemenkeu.go.id/LL-Zg7BviiuXviBn9TvfiA 

Gambar 3.1 Tampilan Aplikasi SAKTI 

SAKTI merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan sebagai sarana bagi 

satker (satuan kerja) instansi pemerintah dalam mendukung implementasi SPAN, 

untuk melakukan pengelolaan keuangan meliputi tahapan perencanaan hingga 

pertanggungjawaban anggaran. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker 

https://sakti.kemenkeu.go.id/LL-Zg7BviiuXviBn9TvfiA
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yang ada. Mempunyai fungsi utama dari mulai perencanaan, pelaksanaan hingga 

pertanggungjawaban anggaran. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep single 

database. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan 

Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas 

pelaporan dilakukan secara sistem elektronik (Tungkal, 2022). Aplikasi SAKTI 

dapat diakses dengan mengetikkan alamat web https://sakti.kemenkeu.go.id/ pada 

browser. Pada aplikasi SAKTI tersedia modul komitmen, modul pembayaran, 

modul bendahara, modul gl dan pelaporan, modul piutang, modul administrasi, 

modul persediaan, modul aset tetap, dan modul penganggaran. 

 

3.1.4. SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) 

SPAN menjadi komponen terbesar modernisasi pengelolaan perbendaharaan 

negara dengan memfasilitasi kebutuhan proses pelayanan mulai dari sisi hulu 

(penganggaran) hingga hilir (penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat). 

SPAN merupakan sistem aplikasi yang ada di lingkungan Kemenkeu dan untuk 

mendukung otomatisasi sistem dari pengguna anggaran yang ada di setiap 

Kementerian Negara/Lembaga. SPAN mengembangkan konsep database yang 

terintegrasi dengan otomatisasi proses bisnis untuk meminimalisir kesalahan input 

manual SPAN terbagi menjadi enam modul, yaitu: Modul Manajemen DIPA, 

Modul Manajemen Komitmen, Modul Pembayaran, Modul Penerimaan, Modul 

Manajemen Kas, dan Modul Akuntansi dan Pelaporan (SMI, 2022). 

Portal SPAN merupakan sarana interkoneksi SPAN dan SAKTI yang utama. 

Satker tidak perlu secara langsung datang ke KPPN untuk menyampaikan ADK 

https://sakti.kemenkeu.go.id/
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(Arsip Data Komputer), namun cukup masuk ke Portal SPAN dan mengakses menu 

yang ada untuk melakukan pengiriman ADK ke SPAN. Sebaliknya, penerimaan 

data dari SPAN juga akan dilakukan melalui Portal SPAN, sehingga satker tidak 

perlu lagi datang ke KPPN. Portal SPAN juga digunakan untuk melakukan validasi 

atas ADK yang dikirimkan oleh Satker. Validasi merupakan tanda bukti bahwa 

ADK berasal dari Satker yang benar dan telah diketahui dan disetujui oleh pejabat 

berwenang (Tungkal, 2022). 

Dalam rangka memberikan layanan informasi yang cepat, akurat, terinci dan 

terintegrasi mengenai implementasi SPAN, Ditjen Perbendaharaan telah 

mengembangkan suatu aplikasi berbasis web yang dinamakan OM-SPAN. Aplikasi 

OM-SPAN dapat diakses dengan mengetikkan alamat web 

https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/ pada browser di 

komputer/laptop/smartphone yang tersambung dengan jaringan internet (K. K. R. 

D. J. Perbendaharaan, 2022).  

 

Sumber: https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/ 

Gambar 3.2 Tampilan OM-SPAN 

https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/
https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/
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OM SPAN merupakan Aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui 

jaringan Intranet dan Internet yang digunakan untuk melakukan monitoring 

transaksi SPAN dan menyajikan reporting sesuai kebutuhan. Dasar hukum OM 

SPAN terdapat pada Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-41/PB/2014 

tentang Penggunaan Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan 

Anggaran Negara (K. K. R. D. J. Perbendaharaan, 2022).  

 

3.1.5. Modul Komitmen dan Modul Pembayaran 

Modul Komitmen merupakan modul yang digunakan untuk melakukan 

aktivitas terkait pencatatan data atau perikatan/kontrak dalam rangka pelaksanaan 

APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk mendukung pengelolaan 

data pagu/ batas pengeluaran tertinggi, perencanaan kas dan referensi dalam 

pelaksanaan pembayaran (KPPN, 2022e) . Ruang lingkup modul komitmen 

meliputi: 

1. Pencatatan Supplier merupakan kegiatan mengelola data penerima 

pembayaran terhadap supplier/penyedia barang jasa, untuk kemudian 

didaftarkan ke SPAN melalui KPPN dengan menggunakan aplikasi SAKTI. 

2. Pencatatan Kontrak merupakan kegiatan mengelola data kontrak (perikatan 

dengan pihak ketiga), untuk kemudian didaftarkan ke SPAN melalui KPPN. 

3. Pencatatan BAST merupakan pencatatan berita acara serah terima untuk 

mengakui aset dan utang pada saat serah terima agar dapat dilakukan 

pembayaran untuk suatu kontrak. 

Output: ADK Supplier, ADK Kontrak 
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Modul Pembayaran merupakan modul yang digunakan untuk memproses 

SPP dan SPM untuk diajukan ke KPPN melalui aplikasi SAKTI, dalam rangka 

pelaksanaan surat pencairan dana APBN (KPPN, 2022f). Output dari modul 

pembayaran terdapat dokumen SPP, SPM atau yang dipersamakan, dan ADK RT, 

ADK SPM atau yang dipersamakan. 

 

3.1.7. Flowchart Prosedur Pembayaran Kontraktual pada SAKTI 

Menurut (Kurniawan, 2020) definisi Flowchart merupakan representasi grafis 

dari sistem yang mendeskripsikan relasi fisik di antara entitas-entitas intinya. Bagan 

alir dapat dipergunakan untuk menyajikan aktivitas manual, aktivitas pemrosesan 

komputer, atau kedua-duanya. Bagan alir dokumen digunakan untuk 

menggambarkan elemen-elemen dari sistem manual, termasuk catatan akuntansi, 

departemen organisasional yang terlibat dalam proses, dan aktivitas (baik yang 

bersifat administrative maupun fisik) yang dilakukan dalam departemen tersebut. 

Bagan alir juga dapat menggambarkan aspek-aspek komputer dalam sebuah sistem. 

Bagan alir sistem menggambarkan relasi antara data input, file transaksi, program 

komputer, file utama dan laporan output yang dihasilkan oleh sistem tersebut. 

Prosedur pembayaran kontraktual pada SAKTI memiliki beberapa tahap yang 

dimulai dari pencatatan supplier, pencatatan kontrak, pencatatan BAST, pencatatan 

SPP dan pembuatan SPM, yang dilakukan oleh beberapa pihak, yaitu user operator 

sebagai pihak mengoperasikan kontrak pada SAKTI, user PPK (Penjabat Pembuat 

Komitmen) sebagai pihak validator, user PPSPM (Pejabat Penandatanganan Surat 
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Perintah Membayar) sebagai pihak validator SPM, dan KPPN sebagai penyedia 

dana. Adapun flowchart prosedur pembayaran kontraktual pada SAKTI, yaitu:  

1. Prosedur dan Flowchart Pencatatan Supplier pada SAKTI 

Pencatatan supplier ke KPPN mengacu pada (Kementerian Keuangan 

Republik Indonesia Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-

58/PB/2013 Tentang Pengelolaan Data Supplier Dan Data Kontrak Dalam Sistem 

Perbendaharaan Dan Anggaran Negara, 2013) yang mengatur tentang Supplier dan 

Kontrak, dimana terdapat elemen-elemen yang pokok yang harus terinput dengan 

benar, sehingga apabila tidak sesuai akan tertolak oleh sistem SPAN yang diproses 

oleh KPPN. Prosedur pencatatan supplier berdasarkan (KPPN, 2022d), yaitu: 

a. User operator melakukan perekaman informasi data supplier 

menggunakan Modul Komitmen, lalu pilih RUH (Rekam Ubah Hapus), 

kemudian memilih Pencatatan Supplier.  

b. Pada bagian perekaman supplier user operator mengisi: Supplier 

Header yang berisi data supplier yang meliputi keterangan Jenis & 

Nama Supplier, Nomor Registrasi Supplier, NPWP, Kode Supplier, dan 

Status Data (Register). Supplier Address yang berisi alamat supplier 

yang meliputi keterangan Nama Site, Negara, KPPN, Alamat, Provinsi, 

Kota/Kab, Kecamatan, Kode Pos, Email, No. Telp, Fax, Tipe Supplier 

(pilih “2 Penyedia Barang dan Jasa”), dan Status Data (Register). 

Supplier Bank yang berisi rekening supplier yang meliputi keterangan 

Negara Asal Bank (Indonesia), Bank (Bank yang dituju), Kode Swift, 
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Mata Uang, Nama Cabang Bank, Alamat, Detail Cabang Bank, Nomor 

Rekening, Kode Site Bank, dan Status Data (Register). 

c. Setelah selesai menginput data supplier akan dihasilkan resume 

supplier, maka user operator akan melakukan pencetakkan resume 

supplier dengan bentuk file PDF melalui Modul Komitmen, lalu pilih 

Cetak, kemudian pilih Cetak Resume Supplier (hanya untuk arsip). 

d. Login pada aplikasi sakti menggunakan user PPK untuk melakukan 

validasi data supplier agar sampai ke KPPN melalui Modul Komitmen, 

lalu pilih ADK, kemudian pilih ADK Supplier interkoneksi OTP (untuk 

melakukan validasi PPK memasukkan kode OTP pada SAKTI yang 

memiliki lama waktu 5 menit). 

e. Setelah ADK Supplier berhasil dibuat, Data Supplier tersebut akan 

secara otomatis terkirim ke portalsakti pada KPPN mitra kerja untuk 

selanjutnya diproses pada SPAN (satker dapat melakukan monitoring 

status pendaftaran supplier yang dikirimkan ke KPPN pada Modul 

Komitmen, lalu pilih Monitoring, kemudian pilih Monitoring ADK 

Kontrak dan Supplier pastikan status pada kolom SPAN telah 

“Approved” yang berarti supplier tersebut berhasil didaftarkan pada 

database SPAN) 

f. Apabila telah berhasil diproses KPPN supplier tersebut akan 

mendapatkan NRS (Nomor Register Supplier) yang selanjutnya akan 

dilanjutkan update NRS secara otomatis pada aplikasi SAKTI, jika NRS 

untuk supplier tidak ter-update otomatis satker dapat melakukan 
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perekaman NRS pada aplikasi SAKTI secara manual oleh user operator 

pada modul komitmen. 

g. Setelah supplier telah terdaftar pada SAKTI, pihak supplier tersebut 

akan memberikan SSP (Surat Setoran Pajak) kepada pihak pembuat 

kontrak yaitu PPK ke lokasi Instansi. 

Dari prosedur tersebut dapat dilihat bagaimana proses pencatatan supplier. 

Prosedur ini dapat dilihat dari flowchart sebagai berikut: 
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Flowchart Pembuatan Supplier pada SAKTI

User 

Operator

User 

PPK
KPPN

Mulai

Merekam Informasi

Data Supplier

Selesai

Resume 

Supplier

Resume Supplier

Validasi 

ADK Supplier 

Interkoneksi OTP

Pengiriman

OTP

Proses Upload

ADK Supplier

NRS

Upload/Rekam

NRS

1

Mencetak

Resume Supplier

Merekam Informasi

Data Supplier

1

Setuju

Proses Upload

ADK Supplier

2

5 Menit

Tidak

Ya

2

Setuju

Ya

Merekam 

Data Ulang
Tidak

Approved

3

3

NRS

Database

Database Database

Database

Database

 

Sumber: data diolah, 2022 

Gambar 3.3 Flowchart Pencatatan Supplier 
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2. Prosedur dan flowchart Pencatatan Kontrak  

Perekaman data kontrak bisa dilakukan dalam aplikasi SAKTI apabila sudah 

terpenuhi kondisi yang meliputi data supplier sudah direkam dan didaftarkan dalam 

SPAN, data supplier sudah mendapatkan NRS (Nomor Register Supplier), dan data 

Pagu DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) terkait dengan kontrak dimaksud 

sudah tersedia. Dalam rangka pelaksanaan pembayaran yang bersifat kontraktual, 

satker wajib mendaftarkan data kontrak dilakukan paling lambat 5 hari kerja setelah 

kontrak/SPK ditandatangani untuk dicatat ke dalam database SPAN. Prosedur 

pencatatan kontrak berdasarkan (KPPN, 2022b), yaitu: 

a. User operator melakukan perekaman informasi data kontrak 

menggunakan Modul Komitmen, lalu pilih RUH, kemudian memilih 

Pencatatan Kontrak.  

b. Pada bagian perekaman kontrak user operator mengisi: Kontrak 

(Contract Header) yang berisi keterangan Ringkasan Kontrak, 

Informasi Supplier (akan terisi otomatis sesuai data supplier yang telah 

didaftarkan), dan Data Kontrak (berisi Nomor Kontrak, Tanggal 

Kontrak, Nilai Kontrak, Tipe kurs (diisi apabila bukan IDR), KPPN 

(lokasi kantor), Nomor DIPA, Tanggal DIPA, Uraian kontrak 

(keterangan mengenai kontrak yang dibuat), Jangka waktu pelaksanaan 

(tanggal mulai dan berakhirnya kontrak dalam satu tahun anggaran yang 

sama), Jangka waktu pemeliharaan, Ketentuan sanksi (denda 1/1000 

untuk setiap hari keterlambatan), Nilai uang muka, Cara Pembayaran 

(sekaligus atau bertahap), dan Cara pengembalian UM (uang muka). 



37 

 

 

 

Rencana Pembayaran (Contract Line) yang berisi keterangan Nilai 

Kontrak, No. Line (akan terisi secara otomatis sesuai jumlah line yang 

direkam), Tipe Line (pilih Belanja/Biaya), Deskripsi Line (isikan 

informasi deskripsi sesuai dengan dokumen kontrak), Kategori Line 

(Kurs Tarik), Nilai Line (isikan Nilai Line tersebut sesuai kontrak). 

Jadwal Pembayaran (Payment Schedule) yang berisi keterangan Nilai 

Line, No. Line, No. Jadwal Pembayaran, Deskripsi Pembayaran, Bayar 

Uang Muka (Ya/Tidak), Tanggal Pembayaran, Pembayaran ke- (sesuai 

jumlah termin), dan Nilai Pembayaran. Distribusi COA (Distribution) 

berisi Struktur COA (Chart Of Accounts) yang meliputi keterangan No. 

Distribusi, Satker, Kementerian, Aktivitas/KRO, AKUN, KPPN, S. 

Dana/C. Penarikan/No. Register, Rek. Bank, Kewenangan, Lokasi 

(Provinsi, Kab/Kota), Tipe Anggaran, Intraco, Cadangan, Kode 

COA/Pendetailan COA, Nilai PAGU, dan Sisa Pagu.  

c. Setelah selesai menginput data kontrak akan dihasilkan resume kontrak, 

maka user operator akan melakukan pencetakkan resume kontrak 

dengan bentuk file PDF melalui Modul Komitmen, lalu pilih Cetak, 

kemudian pilih Cetak Resume Kontrak (pada pencetakkan resume 

kontrak tersebut tidak hanya berisi resume kontrak, juga berisi Kartu 

Pengawasan Kontrak dan Lampiran Detail COA, yang telah dibuat pada 

RUH Pencatatan Kontrak, dan akan digunakan pada saat perekaman 

SPM). 
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d. Login pada aplikasi sakti menggunakan user PPK untuk melakukan 

validasi data kontrak sampai ke KPPN melalui Modul Komitmen, lalu 

pilih ADK, kemudian pilih ADK Kontrak interkoneksi OTP (untuk 

melakukan validasi PPK memasukkan kode OTP pada SAKTI yang 

memiliki lama waktu 5 menit). 

e. Setelah ADK Kontrak berhasil dibuat, Data Kontrak tersebut akan 

secara otomatis terkirim ke portalsakti pada KPPN mitra kerja untuk 

selanjutnya diproses pada SPAN (satker dapat melakukan monitoring 

status pendaftaran kontrak yang dikirimkan ke KPPN pada Modul 

Komitmen, lalu pilih Monitoring, kemudian pilih Monitoring ADK 

Kontrak dan Supplier pastikan status pada kolom SPAN telah 

“Approved” yang berarti kontrak tersebut berhasil didaftarkan pada 

database SPAN). 

f. Apabila telah berhasil diproses KPPN kontrak tersebut akan 

mendapatkan nomor CAN (Commitement Aplication Number) yaitu 

nomor bukti yang merupakan pengesahan atas perjanjian/kontrak yang 

telah didaftarkan pada SPAN, yang akan dilakukan pencatatan oleh 

operator. Kontrak yang sudah di catat nomor CAN nya sudah bisa 

dilakukan proses selanjutnya, untuk pembuatan BAST, SPP, SPM 

hingga SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). 

Dari prosedur tersebut dapat dilihat bagaimana proses pencatatan kontrak. Prosedur 

ini dapat dilihat dari flowchart sebagai berikut: 
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Flowchart Pembuatan Kontrak pada SAKTI
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Sumber: data diolah, 2022 

Gambar 3.4 Flowchart Pembuatan Kontrak 
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3. Prosedur dan flowchart Pencatatan BAST (Berita Acara Serah Terima) 

BAST merupakan dokumen legalitas penyerahan hasil pekerjaan dari 

penyedia barang/jasa kepada pemberi kerja. BAST mempunyai kedudukan penting 

dalam pengajuan pembayaran. Penyedia barang atau jasa setelah menyelesaikan 

pekerjaannya dan telah menunjukkan Berita Acara Serah Terima maka berhak 

memperoleh pembayaran. BAST yang dibuat harus ditandatangani oleh Pejabat 

Pembuat Komitmen dan juga Penyedia Jasa setelah memeriksa kesesuaian 

spsesifikasi Barang/Jasa yang diserahkan dengan dokumen perikatan yang telah 

disepakati. Prosedur pencatatan BAST berdasarkan (KPPN, 2022a), yaitu: 

a. User operator membuat BAST menggunakan Modul Komitmen, lalu pilih 

RUH, kemudian pilih Pencatatan BAST/BG. Pada bagian ini user operator 

memilih kontrak yang akan direkam sesuai dengan nomor kontrak yang 

telah dibuat. 

b. Setelah memilih kontrak yang akan digunakan, semua data akan terisi secara 

otomatis apabila kontrak tersebut telah memiliki nomor CAN. 

c. Selanjutnya user operator melakukan perekaman pendetailan COA yang 

telah tersedia sebelumnya pada pembuatan kontrak perekaman Nomor 

BAST, Tanggal BAST dan Progress Pekerjaan atas termin yang akan 

dibayarkan. Pada proses ini juga dilakukan pendetailan COA untuk memilih 

detail RO, komponen, sub komponen (untuk 15 segmen) dan itime (untuk 

16 segmen) yang digunakan.  

d. Setelah melakukan pendetailan COA user operator menginput nilai yang 

akan dibayarkan pada BAST Kontraktual dan melakukan pemilihan 
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kategori BAST (Aset/Jasa Dikapitalisasi Aset (wajib melakukan 

pendetailan atas rincian barang) atau Jasa/Non Aset/Belanja Modal 

Pengembangan Dibawah Kapitalisasi Aset). 

e. User operator merekam semua data BAST. 

Dari prosedur tersebut dapat dilihat bagaimana proses pencatatan BAST 

Kontraktual. Prosedur ini dapat dilihat dari flowchart sebagai berikut: 
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Flowchart Pembuatan BAST Kontraktual pada SAKTI
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Merekam

Data Kontark 

yang telah 

memiliki CAN

Selesai

Rekam BAST

Kontraktual

Pendetailan

COA

Input 

Nilai BAST

Database

Database

 

Sumber: data diolah, 2022 

Gambar 3.5 Flowchart Pembuatan BAST 
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4. Prosedur dan Flowchart Pembuatan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) 

dan SPM (Surat Perintah Membayar) 

SPP merupakan dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung 

jawab atas pelaksanaan kegiatan atau Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan 

permintaan pembayaran. Dan SPM merupakan dokumen yang digunakan atau 

diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan 

SP2D. Prosedur pembuatan SPP dan SPM berdasarkan (KPPN, 2022c), yaitu: 

a. User operator melakukan perekaman SPP menggunakan Modul 

Pembayaran, lalu pilih RUH SPP, kemudian pilih Catat/Masuk Ubah SPP, 

memilih jenis SPP 111 NON GAJI KONTRAKTUAL, lalu memilih BAST 

Kontraktual. 

b. Selanjutnya user operator mencetak SPP tersebut menggunakan Modul 

Pembayaran, lalu pilih Cetak, kemudian pilih Mencetak SPP, lalu pilih PPK 

(hanya untuk arsip). 

c. User PPK login ke aplikasi SAKTI untuk melakukan validasi SPP 

menggunakan Modul Pembayaran, lalu pilih Validasi, kemudian pilih 

Validasi SPP, lalu memilih SPP yang akan di validasi dan memilih Tayang 

Pra Cetak. 

d. Setelah melakukan validasi, user PPK selanjutnya melakukan ADK, 

menggunakan Modul Pembayaran, lalu pilih ADK, kemudian pilih ADK 

SPP, lalu memasukkan kode OTP pejabat PPK tersebut. Setelah berhasil 

membuat SPP dapat dilanjutkan mencetak SPM-nya. 
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e. User operator mencetak SPM menggunakan Modul Pembayaran, lalu pilih 

Cetak, kemudian pilih Mencetak SPM. Setelah melakukan cetak SPM, 

selanjutnya melakukan validasi SPM tersebut yang akan dilakukan oleh 

PPSPM. 

f. User PPSPM melakukan validasi SPM menggunakan Modul Pembayaran, 

lalu pilih Validasi, kemudian pilih Validasi SPM, lalu memilih SPM yang 

akan di validasi dan memilih Tayang Pra Cetak. 

g. Setelah validasi, user operator menginput SPM yang telah divalidasi beserta 

dokumen pendukung lainnya yaitu SPM, Resume Kontrak, Kartu Pengawas 

Kontrak, dan SSP. 

h. Setelah SPM dan dokumen pendukung diinput, user PPSPM melakukan 

ADK SPM, menggunakan Modul Pembayaran, lalu pilih ADK, kemudian 

pilih ADK SPM, lalu memasukkan kode OTP dari pejabat PPSPM tersebut. 

i. Setelah berhasil membuat ADK SPM, data tersebut secara otomatis terkirim 

ke portalsakti pada KPPN yang akan diproses menjadi SP2D.  

j. Selanjutkan KPPN akan melakukan proses SP2D menjadi berstatus 

approved pada SAKTI. 

Dari prosedur tersebut dapat dilihat bagaimana proses pembuatan SPP dan SPM. 

Prosedur ini dapat dilihat dari flowchart sebagai berikut: 
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Fowchart Pembuatan SPP dan SPM pada SAKTI
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Sumber: data diolah, 2022 

Gambar 3.6 Flowchart Pembuatan SPP dan SPM 
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3.1.8. Dokumen yang Terkait 

Adapun dokumen terkait yang terdapat pada sistem pembayaran kontraktual 

pada aplikasi sakti di Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan 

Laut Distrik Navigasi Kelas I Palembang, yaitu: 

1. Resume Supplier 

 

Sumber: data diolah, 2022 

Gambar 3.7 Resume Supplier 

Resume supplier merupakan data yang telah diinput oleh user operator 

melalui modul komitmen, resume supplier tesebut berisi data informasi supplier. 
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2. Resume Kontrak 

     

Sumber: data diolah, 2022 

Gambar 3.8 Resume Kontrak 

Resume kontrak merupakan data kontrak yang telah diinput oleh user operator 

melalui modul komitmen, data kontrak tersebut berisi data informasi kontrak serta 

data supplier. 

3. Kartu Pengawasan Kontrak 

      

Sumber: data diolah, 2022 

Gambar 3.9  Kartu Pengawas Kontrak 

Kartu pengawas kontrak merupakan data yang berisi ringkasan kontrak. Kartu 

pengawas kontrak timbul ketika kontrak user operator telah mendaftarkan kontrak 

pada modul komitmen. 
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4. SPP (Surat Permintaan Pembayaran) 

 

Sumber: data diolah, 2022 

Gambar 3.10  SPP 

SPP merupakan dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung 

jawab atas pelaksanaan kegiatan atau Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan 

permintaan pembayaran. 
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5. SPM (Surat Perintah Membayar) 

 

Sumber: data diolah, 2022 

Gambar 3.11 SPM 

SPM merupakan dokumen yang digunakan atau diterbitkan oleh Pengguna 

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan surat perintah pencairan 

dana. 
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6. Lampiran Detail COA (Chart Of Account) 

 

Sumber: data diolah, 2022 

Gambar 3.12 Lampiran Detail COA 

Lampiran detail COA merupakan potongan kodefikasi dari akun yang 

digunakan di SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara). 
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7. SSP (Surat Setoran Pajak) 

 

Sumber: data diolah, 2022 

Gambar 3.13 SSP 

SSP merupakan surat setoran pajak yang diberikan supplier kepada PPK 

secara langsung ke instansi, setelah data supplier berhasil approval.  
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3.2 Kendala yang Dihadapi 

Proses pembayaran kontraktual pada SAKTI di Kementerian Perhubungan 

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Distrik Navigasi Kelas I Palembang terdapat 

kendala, yaitu terjadinya keterlambatan mendaftarkan kontrak mengakibatkan 

pengulangan kembali melakukan pendaftaran kontrak yang dimulai dari awal 

prosedur, membuat pengesahan kontrak tersebut semakin lama disahkan oleh pihak 

KPPN dan terjadinya keterlambatan melakukan pembayaran kontrak 

mengakibatkan proses pengerjaan kontrak tersebut mengalami pemunduran waktu 

cukup lama, bahkan dapat melewati batas perkiraan penyelesaian kontrak. Kontrak 

yang terlambat didaftarkan dan dibayarkan tersebut memberikan pengaruh pada 

nilai IKPA instansi. 

 

3.3 Cara Mengatasi Kendala  

Cara mengatasi kendala pada pembayaran kontraktual atas keterlambatan 

mendaftarkan kontrak dan keterlambatan melakukan pembayaran kontrak, perlu 

dilakukan beberapa hal untuk membantu terlaksananya proses pembayaran 

kontraktual agar selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan dan Kembali berjalan 

dengan baik, yaitu: 

1. Apabila terlambat mendaftrakan kontrak 

Apabila dalam jangka waktu 5 hari kerja PPK belum mendaftarkan kontrak 

ke KPPN, maka harus mengajukan surat dispensasi ke KPPN agar kontrak tersebut 

dapat kembali didaftarkan pada aplikasi SAKTI, sehingga kontrak tersebut agar 

dapat segera dijalankan. 
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2. Apabila terlambat melaksanakan pembayaran 

Apabila sudah lewat jatuh tempo BAST belum melaksanakan pembayaran, 

maka PPK harus meminta surat pernyataan dispensasi ke KPPN yang 

ditandatangani oleh KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan menyampaikan kembali 

kontrak tersebut melalui surat elektronik/e-mail. Setelah mendapat balasan dari 

pihak KPPN, maka kontrak tersebut baru bisa dibayarkan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pembayaran kontraktual merupakan pekerjaan yang 

dikontrakkan oleh PPK ke KPPN agar segera dilakukan pembayaran setelah masa 

kontrak tersebut berakhir, telah dilakaksanakan dengan baik sesuai petunjuk teknis 

(juknis) Perekaman SPM Kontrakual pada SAKTI yang terdapat pada modul 

pembayaran. Walaupun pada proses pembayaran kontraktual di Kementerian 

Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Distrik Navigasi Kelas I 

Palembang tersebut pernah mengalami keterlambatan mendaftrakan kontrak dan 

keterlambatan melaksanakan pembayaran kontrak dapat mempengaruhi penurunan 

nilai IKPA instansi, namun instansi Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut Distrik Navigasi Kelas I Palembang dapat mengatasi masalah 

tersebut dengan mengajukan surat dispensasi ke KPPN, sehingga kontrak dapat 

didaftarkan kembali ke aplikasi SAKTI dan dapat dibayarkan. 

4.2 Saran 

Berdasarkan pengalaman dari penulis selama melakakukan praktik kerja 

lapangan di Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 

Distrik Navigasi Kelas I Palembang, maka penulis memiliki beberapa saran yang 

kiranya dapat membantu instansi tersebut yaitu pada pembayaran kontraktual agar 

tidak terjadi keterlamabatan mendaftrakan kontrak dan melaksanakan pembayaran 

kontrak sebaiknya segera mendaftarkan dan membayar kontrak tersebut sesuai 
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tanggal jatuh tempo dan apabila pada saat itu banyak kontrak yang akan didaftarkan 

dan dibayarkan maka sebaiknya membuat catatan tertulis semua kontrak dimulai 

dari kontrak yang memiliki jatuh tempo cepat hingga jatuh tempo paling lama agar 

tidak terjadi keterlambatan. 
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